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Abstract 

This study aims to determine the level of effectiveness of the implementation of the Social 

Security Administration (BPJS), the success of the BPJS, the benefits of the BPJS and the 

impact of the existence of BPJS on the health and economy of the community with the 

object of research in 33 provinces in Indonesia in the 2009-2013 and 2014-2019 periods. 

This study uses secondary data taken from the publication of the Central Statistics Agency 

(BPS). In order to achieve the research objectives, this study used the method of 

effectiveness testing and pair difference test (Paried Sample t-test). The results of this 

study indicate that the level of BPJS participation, use of health fund allocations, 

subsidies provided to BPJS and health facilities have been effective in their 

implementation. Where the results of the pairwise difference test show that 5 provinces 

have an impact before and after the BPJS national health program and 28 provinces there 

is no impact from before and after the BPJS national health program on public health. 

As for the people's economy, 28 provinces had impacts before and after the BPJS national 

health program and 5 provinces had no impacts before and after the BPJS national health 

program. 
 

Keywords : National Health Program, BPJS, Public Health, Economy 

Public. 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dari disenggarakannya 

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), keberhasilan BPJS, manfaat BPJS serta 

dampak dari adanya BPJS terhadap kesehatan dan ekonomi masyarakat dengan objek 

penelitian 33 provinsi di Indonesia pada periode 2009-2013 dan 2014-2019. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder yang diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). 

Guna mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan metode uji efektivitas dan 

uji beda berpasangan (Paried Sample t-test). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

tingkat kepersertaan BPJS, penggunaan alokasi dana kesehatan, subsidi yang diberikan 

kepada BPJS dan fasilitas kesehatan sudah efektif dalam penyelenggaraannya. Dimana 

hasil dari uji beda berpasangan menunjukan 5 provinsi terdapat dampak dari sebelum dan 

sesudah adanya program kesehatan nasional BPJS dan 28 provinsi tidak terdapat d ampak 

dari sebelum dan sesudah adanya program kesehtan nasional BPJS terhadap kesehatan 
masyarakat. Sedangkan untuk ekonomi masyarakat, 28 provinsi terdapat dampak dari 

sebelum dan sesudah adanya program kesehatan nasional BPJS dan 5 provinsi tidak 

terdapat dampak dari sebelum dan sesudah adanya program kesehtan nasional BPJS. 
 

Kata Kunci : Program Kesehatan Nasional, BPJS, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi  

Masyarakat 
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PENDAHULUAN 

Untuk mengukur kemajuan pembangunan secara luas dapat diukur melalui indikator 

kemiskinan, tingkat pendidikan (buta aksara), tingkat kesehatan (kematian bayi, harapan 

hidup) dan lain-lain. Indikator tersebut secara langsung maupun tidak langsung 

berhubungan dengan tingkat pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan perkapita 

merupakan ind ikator kemajuan pembangunan ekonomi suatu bangsa yang telah lazim 

digunakan, karena kenaikan pendapatan perkapita mengandung arti luas ditinjau dari 

sudut pendekatan (approach). 

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya, sehingga tujuan akhir 

pembangunan harus difokuskan pada manusia. Kondisi ini akan menciptakan lingkungan 

yang memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati umur panjang, sehat, dan 

menjalankan kehidupan yang produktif. Konsep tersebut merupakan konsep dasar untuk 

menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Kesehatan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi Negara, karena kesehatan merupakan sumber langsung dari kesejahteraan 

manusia dan instrument peningkatan level pendapatan. Tujuan dari pembangunan yan g 

berkelanjutan tidak dapat dicapai apabila terdapat prevalensi penyakit yang tinggi di 

dalam sebuah Negara (Boyacioglu, 2012). Mutu modal manusia merupakan suatu faktor 

penting yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.Salah satu faktor 

yang memengaruhi kualitas modal manusia adalah kesehatan (Goldin, 2014). Menurut 

Bloom & Canning (2003), kesehatan merupakan barang investasi yang dapat 

meningkatkan produktivitas penduduk dan ekonomi. Beberapa studi terdahulu 

menunjukkan adanya dampak positif antara keberadaan jaminan kesehatan dengan 

perekonomian. 

Keberadaan universal health coverage (UHC) menjadikan alasan utama dalam  

meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan gaji, dan produktivitas tenaga 

kerja (Ahoobim et.al, 2012). UHC juga menurunkan tingkat kemiskinan melalui proteksi 

keuangan saat adanya shock akibat masalah kesehatan (World Health Organization, 

2015). Selain itu, UHC merupakan bagian dari komitmen pembangunan global terkait 

dengan Sustainable Development Goals (SDG).  

Dalam penelitian Syamsurijal (2008) menunjukan adanya hal yang menarik antara 

hubungan pendapatan per kapita dengan tingkat kesehatan. Secara teoritis bahwa makin 

tinggi tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah maka makin tinggi tingkat 

pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Namun hasil penelitian menunjukkan keadaan 

yang berlawanan, yaitu makin tinggi tingkat kesehatan masyarakat maka makin rendah 

tingkat pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Tetapi setalah diperhatikan secara 

seksama terhadap variabel yang digunakan sebagai proxy variabel kesehatan maka 

pengaruh atau hubungan yang berlawanan tersebut secara teoritis dapat dijustifikasi. 

Variabel tingkat kesehatan yang diukur dengan persentase tingkat kematian bayi per 1000 

kelahiran bayi hidup tidak mencerminkan tingkat kesehatan tenaga kerja produktif pada 

saat sekarang. Ini berarti bahwa pembagi pendapatan yang dihasilkan oleh tenaga kerja 

produktif menjadi makin besar sehingga berdampak pada penurunan pendapatan per 

kapita secara keseluruhan. Keadaan ini mencerminkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi 

memberikan dampak positif terhadap pertubuhan penduduk yang pada akhirnya 

mempengaruhi penurunan pendapatan per kapita. (Ray, 1998, hal. 61). 

Ekonomi menyangkut berbagai kebutuhan manusia dan berbagai sumber. Keinginan 

dan kebutuhan manusia tidak terbatas. Sumber daya ekonomi atau human resuorces 
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mengandung dua pengertian. Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM) mengandung 

pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat di berikan dalam proses produksi. Dalam hal 

in i, Sumber Daya Manusia (SDM) mencerminkan kualitas usaha yang di berikan oleh 

seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang atau jasa. Pengertian kedua 

menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja 

tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai 

ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-

kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. 

Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh empat komponen yaitu: kelahiran (fertilitas), 

kematian (mortalitas), migrasi masuk, dan migrasi keluar (Subri,2003:16). 

Kualitas penduduk sangat berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

penduduk untuk dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di 

sekitarnya, guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraannya. 

Sedangkan menurut UndangUndang RI No 10 Tahun 1992 kualitas penduduk adalah 

kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati 

kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, dan layak Secara Indikator 

yang di gunakan untuk mengetahui kualitas atau mutu dari sumber daya manusia dapat 

dilihat dari beberapa aspek, yaitu: (1) Kesehatan, kualitas penduduk dipengaruhi oleh 

tingkat kesehatan, karena kesehatan merupakan faktor penting yang berpengaruh dalam 

kinerja dan produktivitas seseorang. (2) Pendapatan, kualitas penduduk juga dapat dilihat 

dari tingkat kemakmurannya, dan pendapatan merupakan indikator dari kemakmuran. (3) 

Pendidikan, indikator untuk mengukur kualitas penduduk menurut HDI adalah 

pengukuran perbandingan dari melek huruf, pendidikan dan standar untuk hidup serta 

harapan hidup. 

Capaian pembangunan manusia Indonesia di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 

semakin membaik. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 Provinsi Papua Barat, Provinsi 

Sulawesi Barat, dan Provinsi NTT berhasil meningkatkan status 

pencapaianpembangunan manusia dari “rendah” menjadi “sedang”. Sementara itu, 

Provinsi Riau telah berhasil meningkatkan status pembangunan manusia dari “sedang” 

menjadi “tinggi”. Di tahun 2014, Kota Yogyakarta, Kota Jakarta Selatan, Kota Banda 

Aceh, Kota Denpasar, Kota Kendari, Kabupaten Sleman, dan Kota Jakarta Timur telah 

berhasil mencapai level pembangunan manusia “sangat tinggi”. Peningkatan kapabilitas 

dasar manusia merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan potensi bangsa yang 

pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas manusia. Dari capaian tersebut 

menjadikan dasar agar terus menciptakan mutu kualitas penduduk indonesia.  

Sehingga Indonesia mengartikan Universal Health Coverage (UHC) untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan rakyatnya dengan cara menerapkannya dalam Renstra 

Kementrian kesehatan 2015-2019 menjadi “Jaminan Kesehatan Semesta” dan sudah 

mulai diimplementasikan di Indonesia sejak penyelenggaraan program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) pada Januari 2014. Seiring dengan dibuatnya Renstra tentang 

Jaminan Kesehatan Nasional tersebut, maka Langkah menuju cakupan kesehatan semesta 

pun semakin nyata dengan resmi beroperasinya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Askes (Persero). 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan dapat 

mempengaruhi perekonomian suatu bangsa. Pengaruh tingkat kesehatan secara nyata 
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mempengaruhi kualitas penduduk dan selanjutnya akan mempengaruhi tingkat 

pendapatan masyarakat.  

 
METODE 

 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tujuan mengetahui tingkat 

efektivitas dari adanya program kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan juga mengetahui dampak dari adanya 

program kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan 

Sosial (BPJS) pada tingkat kesehatan dan ekonomi masyarakat. 

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan 

merupakan data panel dari 33 provinsi di indonesia dari tahun 2009-2013 dan 2015-2019 

yang bersumber dari berbagai publikasi terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

Kementrian kesehatan Indonesia. Untuk menganalisis efektivitas program BPJS 

Kesehatan, menurut Subagyo dalam Ida (2011:5) di pergunakan rumus efektivitas sebagai 

berikut : 

 
Keterangan :  

Realisasi : Jumlah targer sasaran kepesertaan, alokasi pengeluaran pemerintah bidang 

kesehatan, subsidi BPJS dan fasilitas kesehatan yang telah terlaksanakan oleh Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).  

Target : Seluruh target sasaran kepesertaan, alokasi pengeluaran pemerintah bidang 

kesehatan, subsidi BPJS dan fasilitas kesehatan yang diharapkan dari diselenggarakannya 

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Setelah mendapatkan tingkat efektivitas 

dari masing-masing variabel, selanjutnya dilakukan pengklasifikasian tingkat efektivitas 

sesuai dengan kriteria Litbang Depdagri (1991). 

 
Sedangkan teknik pengolahan data untuk mengetahui dampak dari adanya program  

kesehatan nasional BPJS dilakukan dengan Uji beda Independent t-test (Uji t). 

Independent t-test merupakan uji beda dua sampel data berpasangan. Adapun rumusnya, 

adalah sebagai berikut: 

 
Keterangan:  

t = Nilai t  

X1 = Rata-rata data pertama  

X2 = Rata-rata data kedua  

S² = Estimasi perbedaan kelompok  

N1 = Banyaknya sampel pengukuran data pertama  

N2 = Banyaknya sampel pengukuran data kedua 
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HASIL 

 

Hasil analisis efektivitas program kesehatan nasional BPJS di Indonesia dari tahun 

2014-2019 berdasarkan tiga variabel dapat dilihat dari tabel 2 berikut: 

 
Dapat dilihat efektivitas pelaksanaan program kesehatan nasional BPJS sudah efektif 

bahkan sangat efektif pada variabel subsidi BPJS.Hasil tersebut dapt dilihat pada tabel 2, 

dari ketiga varibel penggunaan subsidi BPJS yang dialokasikan untuk pembayaran 

peserta BPJS dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) sangat efektif 

penggunaannya dari awal adanya program sampai saat ini. Sedangkan untuk variabel 

kepesertaan yang menargetkat seluruh penduduk Indonesia mengikuti program tersebut, 

ternyata diawal adanya program tidak efektif dan terus memberikan tren positif sehingga 

ditahun 2019 sudah dapat memasuki kriteria efektif yang artinya semakin banyak 

penduduk Indonesia yang mengikuti program kesehatan nasional tersebut. Dan untuk 

varibel alokasi dana kesehatan yang tercantum dalam APBN dari tahun ketahun sudah 

baik penggunaannya. 

Dari adanya program kesehatan nasional BPJS juga berdampak baik pada fasilitas 

kesehatan yang dimiliki setiap daerah. Hal tersebut terbukti jumlah fasilitas kesehatan 

setiap tahunnya terus meningkat baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). 
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Dari hasil pengamatan data selama 5 tahun sebelum dan setelah berlangsungnya 

program kesehatan nasional BPJS yang ditunjukan pada tabel 3, dapat dilihat bahwa 

setelah adanya program kesehatan nasional BPJS baik indikator variabel kesehatan 

masyarakat maupun indikator dari variabel ekonomi masyarakat menunjukan 

peningkatan yang cukup besar. 

Hasil pengamatan data yang menunjukan terdapat peningkatan data setiap tahunnya 

dikedua indikator, hal tersebut mengartikan bahwa dengan adanya program kesehatan 

nasional BPJS masyarakat lebih peduli akan kesehatannya sehingga memerik sakan 

keluhan kesehatannya ke fasilitas kesehatan, tidak lagi mengobati dengan obat -obatan 

tradisional atau obat yang dijual bebas dipasaran tanpa ada diagnosa yang sesuai atau 

rujukan dokter. Dengan perilaku masyarakat yang seperti ini maka pemerintah dapat 

memantau kesehatan masyarakat serta tidak akan salah dalam perencanaan 

pembangunannya. 

Sama halnya dengan kesehatan masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat sebelum 

adanya program kesehatan nasional BPJS terdapat kesenjangan yang cukup besar 

terutama dalam hal pendapatan. Kesenjangan yang terjadi antara daerah perkotaan dan 

daerah pedesaan. Daerah perkotaan yang memiliki pendapatan yang sangat tinggi 

sehingga mengakibatkan pengeluaran atau konsumsinya yang cukup tinggi pula. 



Jurnal Riset Mahasiswa (BRAINY)                                                              Desy Indriani 

Volume 1, No. 2, Desember 2020 
 

Sedangkan daerah pedesaan memiliki pendapatan yang sangat jauh dari daerah perkotaan 

yang juga berdampak pada konsumsi atau pengeluarannya yang juga rendah. 

 
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data 5 tahun sebelum 

berlangsungnya program kesehatan nasional BPJS dan 5 tahun setelah berlangsungnya 

program kesehatan nasional BPJS. Maka degree of freedom (df) yaitu 5-1 adalah 4, 

dengan alfha yang digunakan dalam perhitungan ini adalah α=0,05 atau 5%. Hipotesis 

yang digunakan adalah hipotesis dua arah. Sehingga hasil t tabel untuk data penelitian ini 

adalah 3,18245 maka keputusannya H0 ditolak dan H0 diterima. 

 

PEMBAHASAN 

 

Program kesehatan nasional BPJS tidak ada perubahan dari sebelum dan sesudah 

adanya program kesehatan nasional BPJS pada kesehatan masyarakat. Dari 2 indikator 

yaitu keluhan kesehatan dan penduduk berobat jalan hanya 5 provinsi yang terdapat 

perubahan setelah adanya program kesehatan nasional BPJS. Provinsi yang terdapat 

perubahan keluhan kesehatan sebelum dan sesudah adanya program kesehatan nasional 

BPJS adalah provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Barat dan Riau dan 28 

provinsi lainnya tidak ada perubahan dari adanya program kesehatan nasional BPJS. 

Sama halnya dengan indikator keluhan kesehatan, indikator penduduk berobat jalan pun 

hanya terdapat 5 provinsi yang terdapat perubahan dari sebelum dan sedudah adanya 

program kesehatan nasional BPJS, provinsi tersebut adalah provinsi Aceh, Sulawesi 
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Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua, sedangkan 28 provinsi lainnya tidak ada 

perubahan sebelum dan sesudah adanya program kesehatan nasional BPJS. 

Artinya adanya program kesehatan nasional BPJS tidak berdampak baik pada kondisi 

kesehatan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya perubahan pada kondisi 

kesehatan masyarakat. Jika ditelaah kembali, kondisi kesehatan masyarakat sebelum 

adanya program kesehatan nasional BPJS kondisi kesehatan masyarakat Indonesia terjadi 

kesenjangan disetiap daerah. Kondisi ini diperburuk dengan kesadaran dan kepedulian 

masyarakat akan kesehatan. 

Dampak dari adanya program kesehatan nasional BPJS ini sangat terasa oleh daerah 

dengan kategori pedesaan dibandingkan dengan daerah dengan kategori perkotaan. 

Karena tingkat kesehatan di daerah perkotaan sudah cukup baik dari sebelum adanya 

program tersebut. Sedangkan daerah dengan kategori pedesaan sebelum adanya program 

kesehatan nasional BPJS tingkat kesehatannya berada di bawah rata-rata, sehingga 

dengan adanya program kesehatan nasional BPJS masyarakat pedesaan mendapatkan 

akses dan kesempatan memperbaiki kesehatannya dan kesehatan masyarakat pedesaan 

secara bertahap membaik. Dapat dilihat darihasil pengujian dengan metode uji beda, 

hasilnya menunjukan bahwa provinsi -provinsi yang memiliki daerah yang berkategori 

pedesaanlah yang yang terdapat perubahan dari sebelum dan sesudah adanya program 

kesehatan nasional BPJS. 

Berbeda dengan kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat justru terdapat 

perubahan dari sebelum dan sesudah adanya program kesehatan nasional BPJS. dari 

kedua indikator ekonomi masyarakat, yaitu PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita 

mayoritas di seluruh provinsi terdapat perubahan dari sebelum dan sesudah adanya 

program kesehatan nasional BPJS. Bahkan pada indikator pengeluaran perkapita adanya 

program kesehatan nasional BPJS berdampak terjadinya perubahan pengeluaran 

perkapita di 33 provinsi sedangkan indikator PDRB per kapita dari hasil perhitungan uji 

beda terdapat 5 provinsi yang tidak ada perubahan sebelum dan sesudah danya program 

kesehatan nasional BPJS. provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan 

Riau,Kalimantan Timur dan Papua Barat. 

Artinya setelah adanya program kesehatan nasional BPJS, sedikit demi sedikit 

meningkatkan produktivitas masyarakat, dampak dari mudahnya mengakses fasilitas 

kesehatan sehingga meningkatkan pendapatan yang walau masih terjadi kesenjangan 

dengan daerah perkotaan, namun kesenjangannya tidak terlalu jauh. Dengan 

meningkatnya pendapatan masyarakat juga berdampak terhadap konsumsi masyarakat 

yang juga jauh lebih meningkat dibandingkan dengan pendapatannya.  

Dampak dari adanya program kesehatan nasional BPJS terhadap kondisi ekonomi 

masyarakat sangat terasa pada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang mana 

keadaan ekonominya semula berada dibawah rata-rata sekarang setelah adanya program 

kesehatan nasional BPJS sedikit demi sedikit meningkat hingga saat ini setelah 6 tahun 

berlangsungn ya program tersebut sudah memperkecil tingkat kesenjangannya dengan 

masyarakat perkotaan. Pendapatan serta pengeluaran seluruh masyarakat Indonesia di 33 

provinsi tercatat terus meningkat, sehingga mengartikan bahwa tingkat produktivitas dan 

konsumsi masyarakat Indonesia saat berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional 

Indonesia. 
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KESIMPULAN 

 

Implementasi program kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) setelah 6 tahun sudah berjalan efektif. Hal ini 

dapat dilihat melalui indikator peserta BPJS, alokasi dana kesehatan serta subsidi BPJS 

tingkat efektivitas implementasi program kesehatan nasional BPJS rata -rata mencapai 

87%. Dari aspek pertumbuhan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat 

lanjut , rata-rata pertumbuhannya mencapai 7,4% per tahunnya. Dari hasil penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa program kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah efektif dan sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan. 

Sedangkan dampak adanya program kesehatan nasional BPJS terhadap kesehatan 

masyarakat melalui indikator keluhan kesehatan dan penduduk berobat jalan rata-rata 

tidak terdapat perubahan dari sebelum dan sesudah adanya program kesehatan nasional 

BPJS, dapat disimpulkan bahwa program kesehatan nasional BPJS tidak memberikan 

pengaruh meningkatkan kualitas kualitas kesehatan masyarakat.  

Dan dampak adanya program kesehatan nasional BPJS terhadap ekonomi 

masyarakat melalui indikator PDRB perkapita dan Pengeluaran perkapita rata-rata 

terdapat perubahan dari sebelum dan sesudah adanya program kesehatan nasional BPJS. 

Dapat disimpulkan juga bahwa dengan adanya program kesehatan nasional tersebut 

perekonomian masyarakat ikut mengalami perubahan. Melalui indikator PDRB perkapita 

yang mengalami peningkatan yang signifikan dapat disimpulkan bahwa dampak adanya 

program kesehatan nasional BPJS membantu meningkatkan produktivitas masyarakat di 

tiap-tiap provinsi mengalami peningkatan yang signifikan begitu pula melalui indikator 

pengeluaran perkapita yang juga mengalami peningkatan yang signifikan dapat 

disimpulkan juga bahwa masyarakat mengalami peningkatan pengeluaran dampak dari 

adanya program kesehatan nasional BPJS. 
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